
Menimbang a. bahwa dalam rangka menja.rnin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna 
pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 44 
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan 
Walikota Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 
2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2019; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- 
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l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun l 950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); · 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4698); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2016 - 2021 [Lernbaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9); 

Memperhatikan 



Diundangkan di Pekalongan 
Pada tanggal 12 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

~ 
SRI RUM!NINGSIH 

M, SAELANY MACHFUDZ 

ttd. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 12 Juli 2019 

WALIKOTA PEKALONGAN 
Cap 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Pekalongan. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 
(Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 44), diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1312); 

2. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2019 (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2018 Nomor 44); 


